BUPATI GOWA

KEPUTUSAN BUPATI GOWA
NOMOR : 908/x11/2021

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA

Menimbang 43

Mengingat g

TAHUN ANGGARAN 2022
BUPATI GOWA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
dinyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaannya Kepala Daerah
melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan
dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada
Pejabat Perangkat Daerah;

bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dipandang perlu untuk
menunjuk Pejabat Perangkat Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gowa.

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);




Menetapkan
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10.

11,

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);;

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021
Nomor 5);

Peraturan Bupati Gowa Nomor 109 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021
Nomor 109).

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa selaku Koordinator
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022.

Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa selaku Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;

b. Koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan
Perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

¢. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;

e. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengeloaan
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

f. Memimpin TAPD,;

g. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati
Gowa.




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah;

b. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,;

c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);

d. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

1. Ketua DPRD Kabupaten Gowa di Sungguminasa;

2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa di Sungguminasa,
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4

. Arsip.




